BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Ekonomi Islam

Islam menempatkan harta sebagai sarana untuk mencapai tujuan
dan bukan tujuan itu sendiri. Tujuan jangka pendek adalah mendapatkan
kehidupan yang layak di dunia ini dan jangka panjang adalah memperoleh
keselamatan dihidup sesudah mati. Kegiatan ekonomi dimana harta tadi
diusahakan dan dikelola merupakan kegiatan muamalah {hubungan
diantara manusia) yang menjadi bagian integral dengan harta tersebut.
Dengan demikian kegiatan ekonomi pada akhirnya harus merefleksikan
fungsi sarana mencapai tujuan tersebut.

Islam juga telah mengatur bahwa upaya memperoleh dan
mengelola harta tidek dapat dilakukan dengan cara-cara yang
mendatangkan mudharat (kerugian) untuk orang lain. Penipuan dalam
sebuah transaksi, penimbunan oleh institusi usaha formal untuk
mendapatkan keuntungan karena kenaikan harga akibat kelangkaan barang
atau pengerukan keckayaan sebuah negara oleh negara lain melalui
instrumen pembiayaan dengan bunga adalah contoh-contoh yang dilarang
karena menimbulkan kerugian pada orang lain. Namun misalnya
keuntungan yang disebabkan ketepatan penghitungan atau kerugian akibat
kelalaian melakukan antisipasi diterima oleh Islam sebagai sebuah

kewajaran (Muhammad, 2002).
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Dengan demikian secara garis besar pengertian Ekonomi Syariah
adalah semua kegiatan ekonomi baik yang telah dikenal dan dijalankan
saat ini atau yang akan ditemukan kemudian yang tidak menimbulkan
mudharat (kerugian) pada orang lain termasuk didalamnya tidak
melibatkan barang, hal atau jasa yang diharamkan oleh Islam. Lebih
ringkas, Ekonomi Syariah adalah kegiatan ekonomi yang berlandaskan
aturan dan etika Syariah Islam (Muhammad, 2002).

Karena itu Ekonomi Syariah lebih luas dari sekedar perbankan dan
asuransi syariah. Hotel, media cetak dan elektronik, rlctail, jasa, pasar
modal, toko, warung dan banyak lagi contoh lainnya yang selama dikelola
berlandaskan aturan dan etika syariah, maka keseluruhannya termasuk
kedalam Ekonomi Syariah.

a. Tantangan

Geliat Ekonomi Syariah masih berada pada tahap yang amat
dini. Meskipun sistem perbankan berbasis syariah berhasil
menunjukkan keampuhannya pada krisis moneter yang lalu, namun
kontribusi perbankan syariah secara nasional masih kurang dari 1%.
Artinya ladang garapan masih sangat terbuka lebar dan diperlukan
usaha-usaha memperbesar skala kegiatan agar manfaatnya dapat
dirasakan secara luas.

Sebelum dapat menjadi sebuah sistem yang dapat dilaksanakan
dilapangan, konsep Ekonomi Syariah masih harus menempuh proses

kaji ulang dan perumusan kembali termasuk didalamnya kebijakan
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moneter dan kebijakan fiskal untuk disesuaikan dengan kondisi saat
ini. Sejarah telah mencatat bahwa Ekonomi Syariah sebagai sebuah
konsep dan sistem telah berhasil menciptakan kemakmuran pada
masa-masa awal periode Islam. Oleh karena itu, dalam beberapa masa,
para pemilik modal dan orang-orang kaya yang mendiami wilayah
yang lebih luas dari Batam mengalami kesulitan untuk menemukan
orang-orang miskin yang akan menerima zakat.

Dalam tataran konsep, hal yang mendesak untuk dilakukan
saat ini adalah memperbanyak literatur-literatur tentang Ekonomi
Syariah, menyampaikan informasi (sogialisasi) tentang Ekonomi
Syariah secara tepat kepada masyarakat luas, perumusan kurikulum
pendidjkan ekonomi berbasis syariah serta pcnggajangan dukungan
masyarakat dan pemerintahan bagi proses sosialisasi konsep tersebut.
Dalam tataran praktis, tantangan kedepan adalah memberikan bukti-
bukti keberhasilan ekonomi berbasis syariah pada cakupan skala
kegiatan dan wilayah administrasi yang lebih kecil. Hal ini penting
karena keberhasilan yang menjadi sangat mudah dan jelas diamati
dilingkup masyarakat yang kecil akan menjadi tonggak perubahan
kesadaran, Tapi yang paling diperlukan sekarang adalah ‘political
will” pemerintah
Ekonomi Syariah Tidak Hanya Perbankan Syariah

Bank Syari’ah di Indonesia tetap tegar, meski krisis moneter

pada 1997 lalu berdampak pada krisis ekonomi. Itu menunjukkan
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suatu fenomena unik di tengah keambrukan Perbankan nasional. Sejak
itu, wacana ckonomi Islam kian berkibar. Terutama di kampus-
kampus yang memiliki fakultas ekonomi. Seminar ekonomi Islam
tingkat lokal maupun nasional pun mulai banyak digelar.

Di tengah bergulirnya wacana ekonomi Islam dan semangat
sebagian kaum muslimin untuk kembali kepada Islam yang diikuti
munculnya kesalahan persepsi melihat ekonomi Islam itu sendiri.
Ekonomi Islam merupakan suatu perekonomian non riba plus zakat
yang ditandai dengan “perbankan syari’ah” dan BMT (Baitul Mal
Tanwir) ataupun BPR syari’ah. Selain itu, aspek moral dan kejujuran
dalam kegiatan bisnis/ perdagangan menjadi ciri khasnya. Karena itu,
melalui skripsi ini, penulis mencoba meluruskan pel:sepsi keliru
terhadap ekonomi Islam (Ekonomi Syariah), baik itu persepsi dari
kalangan muslim yang mempunyai ghirah tinggi maupun kaum apatis
terhadap ekonomi Islam. Berbicara tentang ekonomi Islam (Ekonomi
Syariah), maka akan membincangkan suatu sistem yang mengatur
peérmasalahan ckonomi. Aspek mikro maupun makro, yang
berdasarkan kepada syari’at Islam. Suatu hal yang pasti, sumber
pemikiran ekonomi Islam adalah agidah dan ideologi Islam. Sehihgga
ekonomi Islam bersifat khas, unik dan berbeda dengan sistem ekonomi
yang berlaku saat ini.

Kalangan akademisi mengatakan, sistem ekonomi Islam lebih

condong ke arah sosialis. Karena mengangkat persamaan dan keadilan
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sehingga sistem ekonomi Islam dilukiskan dengan jam bandul yang
bergerak/condong ke kiri.

Pendapat itu didasarkan kepada hanya ada dua macam sistem
perekonomian di dunia saat ini, yaitu sitem ekonomi kapitalis (arah
kanan dalam jam bandul) dan sistem ekonomi sosialis’komunis (arah
kiri dalam jam bandul). Selain itu, sistem perekonomian dunia saat ini,
tidak murni. Bercampur atau berkolaborasi di antara bagian-bagian
sistem ekonomi yang ada, membentuk sistem ekonomi campuran.
Sistem ekonomi campuran ini berada di antara dua kutub (kapitalis
dan sosialis/komunis) tergantuﬁg ke arah mana condongnya. Jadi para
pengikut pendapat ini, tidak mengakui keberadaan sistem ekonomi
lain selain ke dua sistem ekonomi tersebut, dan kalaupun diakui maka
akan digolongkan sebagai sistem ekonomi campuran,

Pendapat itu lemah argumentasinya. Pengikutnya cenderung
hanya mengekor ekonom-ekonom Barat yang sengaja membatasi
hanya dua sistem ekonomi. Sehingga sistem ekonomi kapitalis sebagai
sistem ekonomi yang menguasai dunia tetap memegang hegemoninya.
Para pengikut pendapat itu tidak mempunyai kemandirian dalam
memegang suatu prinisip ideologis. Mereka ~memandang
permasalahan ekonomi dari sudut kapitalis, sementara mereka tidak
secara keseluruhan menganut kapitalis dan tidak memahami realitas
metode berpikir ideologi kapitalis.

Dalam pembahasan sistem ekonomi yang sangat dipengaruhi
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oleh pandangan hidup, maka Islam mengaturnya. Sistem ekonomi
Islam mengatur tentang: tata cara perolehan harta (konsep
kepemilikan); pengelolaan harta mulai dari pemanfaatan (konsumsi),
pengembangan kepemilikan harta (inivestasi); serta pendistribusian
harta di tengah-tengah masyarakat.

Semua tata cara itu, diatur menurut syari’at Islam. Dalam
bahasa yang sederhana, bagaimana kita memperoleh  dan
mengelola/mengembangkan harta, tidak boleh ada unsur riba, judi,
penipuan, dan lain-lainya. Transaksi-taransaksi yang terjadi harus sah
menurut Islam (akadnya) dan jenis usaha yang dilakukan-pun haruh
berjenis usaha yang halal.

Pendistribusian harta di masyarakat merupakan perkara yang
sangat penting. Disebabkan Islam memandang permasalahan ekonomi
muncul jika individu-individu tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok
hidupnya yang meliputi pakaian, makanan, perumahan, pendidikan,
kesehatan serta jaminan keamanan. Maka jalan pemecahannya adalah
dengan mengatur pendistribusian harta di tengah masyarakat agar
berjalan dengan adil dan benar. Untuk itu, negara wajib ménjamin
terpenuhinya kebutuhan pokok setiap warga negaranya.Jadi, masalah
pokok ekonomi adalah jika ada manusia apalagi banyak manusia yang
tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Masalah pokok
ekonomi tidak terletak pada faktor kelangkaan.

Di Indonesia misalnya, sebagian besar anggota masyarakat
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masih banyak yang miskin. Apakah permasalahan tersebut timbul
karena faktor kelangkaan barang dan jasa di Indonesia ? Tidak!
Karena bisa dilihat masih banyak anggota masyarakai yang miskin
juga masih banyak orang yang kaya berlebihan. Selain itu, masih -
banyak sumber daya-sumber daya (resources) tersedia dalam jumlah
berlimpah, namun masih banyak anggota masyarakat yang tidak
mampu memanfaatkannya karena faktor kemiskinan.

Jelas, sumber permasalahan ekonomi itu bukan lah faktor
kelangkaan. Penyebab yang sebenarnya karena pemerintah tidak
menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap warga negara dan
tidak mengatur pendistribusian barang serta pendapatan dengan benar
dan adil, malah mencari jalan keluar dengan cara kapitalis dengan
mengejar pertumbuhan ekonomi dan memberikan kesempatan seluas-
luasnya kepada segilintir orang pemilik kapital untuk menguasai aset-
aset milik rakyat (barang-barang publik). Juga melakukan monopoli,
serta menggencet jalan mayoritas masyarakat untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhannya.

Kekeliruan dalam memandang permasalahan ekonomi
mempengaruhi  kekeliruan dalam memecahkan permasalahan
ekonomi. Sistem ekonomi Kkapitalis menganggap permasalahan
ekonomi muncul karena kelangkaan, sedangkan kebutuhan manusia
tidak terbatas. Maka sistem ekonomi ini memberikan jala;n keluar

dengan cara bagaimana manusia dapat meningkatkan produksi untuk




17

memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas itu. Dalam tingkat makro,
jalan itu diaplikasi dengan mengejar pertumbuhan ekonomi setinggi-
tingginya. Tentu saja masalahnya, apakah kebutuhan setiap individu
terutama kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi atau belum ?, tidak
diperhatikan sistem ekonomi kapitalis. Tetapi yang diperhatikan
adalah pemilik modal agar dapat meningkatkan dan memperluas skala
produksinya .

Mencermati uraian diatas, maka sangatlah naif, apabila
mayoritas Umat Islam beranggapan bahwa Ekonomi Syariah adalah
sama deﬁgan Perbankan Syariah. Padahal perbankan adalah hanya
salah satu bagian kecil dari suatu Sistem Ekonomi Islam yang
komprehensif. Karena itu, ketika seorang nasabah tidak puas dengan
pelayanan suatu perbankan syariah, maka serta merta nasabah itu akan
berpandangan ’sinis’.

Apa bedanya antara Perbankan Syariah dengan Perbankan
Konvensional? Inilah bentuk pemahaman mayoritas kaum muslimin
terhadap Sistem Ekonomi Syariah yang harus secara terus menerus di-
dakwah-kan. Jika tidak, maka jangan heran apabila Umat Islam tetap
terlena’ dalam buaian Sistem Ekonomi Non-Syariah dan tidak

menjanjikan kesejahteraan yang hakiki (Abdul Manan, 1997).

2. Pengertian Bank Syariah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992, “ bank

syariah adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat yang melakukan
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kegiatan usaha semata- mata berdasarkan prinsip syariat ( Islam )”.
Menurut Perwataatmadja dan Antonio (1992:1) : “ bank syariah
adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam
atau mengacu pada ketentuan-ketentuan Al Qur’an dan Al Hadist,
khususnya yang menyangkut tata cara bermuatat secara Islam “.Di era
globalisasi bank syariah lebih diperluas sebagaimana Menurut Wiyono
(2005:75), “Bank Syariah adalah bank yang berasaskan kemitraan,
keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha
perbankan berdasarkan prinsip syariah “. Dalam hal ini praktek-praktek
yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba dijauhi, untuk diganti

dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil.

. Dasar Hukum Bank Syariah di Indonesia

Bank syariah di tanah air mendapatkan pijakan yang kokoh setelah
adanya regulasi sektor pérbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak
saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol
persen (atau peniadaan bunga). Sungguhpun demikian kesempatan ini
belum termanfaatkan karena tidak diperkenankannya pembukaan kantor
bank baru. Kemudian posisi bank syariah semakin pasti setelah
diusahkannya UU Perbankan No. 7 tahun 1992 dimana bank diberikan
kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari
nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil.

Dengan terbitnya PP No. 72 tahun 1992 tentang bagi hasil yang

secara tegas memberikan batasan bahwa bank bagi hasil tidak boleh
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melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (
bunga ) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan
prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip bagi hasil.

-Dikeluarkamlya UU ini, maka operasional perbankan syariah
semakin luas. Titik kulminasi telah tercapai dengan disahkannya UU No.
10 tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa
saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi
dari sistem konvensional ke sistem syariah. UU ini juga melakukan revisi
beberapa pasal yang dianggap penting, dan merupakan aturan hukum
secara leluasa menggunakan istilah syariah dengan tidak lagi
menggunakan istilah bagi hasil.

Untuk menjalankan UU tersebut selanjumyé dikeluarkan Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Bank
Perkreditan Rakyat tahun 1999 dilengkapi Bank berdasarkan prinsip
syariah. Aturan yang berkaitan dengan bank umum berdasarkan prinsip

syariah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.

' 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999.

Dasar-dasar hukum positif inilah yang dijadikan pijakan bagi bank
syariah di Indonesia dalam mengembangkan produk-produknya dan

operasionalnya.

4. Karakteristik Bank Syariah

Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip
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ekonomi Islam dengan karakteristik sebagaimana menurut Wiyono
(2005:75), yakni:

a. pelarangan riba dalam berbagai bentuknya :

b. tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time value of money) ;
c. konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas ;

d. tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;

e. tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang;

f. tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah

tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan

maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena -

riba merupakan riba yang diharamkan. Bank syariah dapat menjalankan
kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang
menggunakan prinsip syariah.

Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah
memenuhi syarat-syarat sebagaimana menurut Wiyono (2005:75), yakni :
a. transaksi tidak mengandung unsur kedhol iman;

b. bukan riba;

c. tidak membayarkan pihak sendiri atau pihak lain;
d. tidak ada penipuan;

e. tidak mengandung materi-materi yang diharamkan;

f. tidak mengandung unsur judi.
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Menurut institute Bankir Indonesia (2003 : 24), fungsi dan peran
bank syariah merupakan kegiatan bank syariah tecantum dalam
pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOFI ( Accounting
and Auditing Organization for Islamic Financial Institut ion ):

a. Manajer Investasi, bank Islam dapat mengolah investasi dana
nasabah

b. Investasi, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang
dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.

c.  Penyediaan jasa keuangan dan lalu lintas pembangunan, bank syariah
dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan
sebagaimana lazimnya.

d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada
keuangan syariah, bank syaﬁah juga memiliki kewajiban
mengeluarkandan mengelola/menghimpun, mengadministrasikan,

mendistribusikan zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Dalam penghimpunan dana, bank syariah menggunakan prinsip
wadiah, mudharabah dan prinsip lainnya sesuai dengan prinsip syariah,
sedangkan dalam penyaluran dana bank syariah menggunakan prinsip,
yakni prinsip musyarakah dan atau mudharabah untuk investasi atau
pembiayaan; prinsip murabahah, salam, dan atau Istishna untuk jual beli;
prinsip  ifarah dan atau ijarah muntahiyah bitamliik untuk sewa
menyewa; prinsip lain yang sesuai dengan bank syariah.

Hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan
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oleh lima konsep dasar akad. Kelima konsep tersebut menurut Muhammad
(2005:176) adalah:
a.  Prinsip Simpanan murni (al-Wadiah)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan
bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang
kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-Wadiah.
Fasilitas al-Wadiah biasa diberikan untuk tujuan investasi guna
mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito.
Dalam dunia perbankan konvensional al-Wadiah identik dengan
giro.

b.  Bagi Hasil (Syirkah)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara
pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelolai dana.
Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan
penyimpan dana, maupun bank dengan nasabah penerima dana.
Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan
musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan
sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito )
maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk
pembiayaan.

c. Prinsip Jual Beli (at -Tijarah)
Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata

cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang
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yang dibutuhkan atau mengankat nasabah sebagai agen bank
melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank
menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah
harga beli ditambah keuntungan (margin).
d. Prinsip Sewa )
Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis : (1)
ljarah, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat
produk lainnya (operating lease). Dalam teknis perbankan, bank
dapat membeli dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah
kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya waktu yang telah
disepakati kepada nasabah. (2) Bai takjiri atau ijarah al muntahiyah
bitamliik merupakan penggabungan sewa dan beli, di mana si
penyewa mempunyai mempunyai hak untuk memiliki barang pada
akhir masa sewa (financial lease).
e.  Prinsip fee/jasa (al- Ajr Wal Umulah)
Prinsip ini meliput i seluruh layanan nonpembiayaan yang
diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara
Jain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa Transfer dan lain lain.

Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep al-ajr wal umulah.

1. Sistem Operasional Bank Syariah
Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan
uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam

rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut
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kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal
usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.
Sistem operasional tersebut meliputi:
a. Sistem Penghimpunan Dana
Metode penghimpunan dana yang ada pada bank-bank
konvensional didasari teori yang diungkapkan Keynes yang
mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga
kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan dan investasi. Teori
tersebut menyebabkan produk penghimpunan dana disesuaikan
dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito.
Berbeda halnya dengan hal tersebut, bank syariah tidak
melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk
penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya, dilihat dari
-sumbernya, dana bank syariah terdiri atas:
1) Modal
Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik
(owner). Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung,
tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara tidak langsung
menghasilkan (fixed asset/non earning asset). Selain itu, modal
juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu
disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari
modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan

kepada pemilik dana lainnya.
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Mekanisme penyertaan modal pemegang saham dalam
perbankan syariah, dapat dilakukan melalui musyarakah fi sahm
asy-syarikah atau equity participation pada saham perseroan
bank.

2) Titipan (Wadi'ah)

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam
memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan,
Akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah al-Wadi’ah. Dalam
prinsip ini, bank menerima titipan dari nasabah dan bertanggung
Jawab penuh atas titipan tersebut. Nasabah sebagai penitip
berhak untuk mengambil setiap saat, sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

3) Investasi (Mudharabah)

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah
mudharabah yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik
dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib), dalam
hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank
syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung
aspek sharing risk dan refurn dari bank. Deposan, dengan
demikian bukanlah lender atau kreditor bagi bank seperti halnya
pada bank konvensional.

. b.  Sistem Penyaluran Dana (Financing)

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan
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dengan tiga model, yaitu:

1) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang
dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini
dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan pembiayaan
murabahah, salam dan Istishna’.

2) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa
dilakukan dengan prinsip sewa (fjarah).

Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat.
Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli,
namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila
pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada
ijarah obyek transaksinya jasa.

3) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama
yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa,
dengan prinsip bagi hasil.

Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank
syariah dioperasionalkan dengan pola-pola musyarakah dan
mudharabah.

c. Jasa Layanan Perbankan, yang dioperasionalkan dengan pola

hiwalah, rahn, al-qardh, wakalah, dan kafalah.

5. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional
Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki

persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme
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transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum

pembiayaan, dan lain sebagainya. Perbedaan antara bank konvensional dan

bank syariah menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang

dibiayai, dan lingkungan kerja.

a.

Akad dan Aspek Legalitas

Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki
konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan
berdasarkan hukum Islam. Nasabah seringkali berani melanggar
kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya
berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian
tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumil qiyamah nanti,
Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku
transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad.
Lembaga Penyelesai Sengketa

Penyelesaian perbedaan atau perselisihan -antara bank dan
nasabah pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan
konvensional. Kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak
menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai
tata cara dan hukum materi syariah.

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan
prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase
Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama

oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan MUL
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Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank
konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur
yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional
adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi
mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai
dengan garis-garis syariah.

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi
setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin
efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas
Syariah. Karena itu biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas
Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para
anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari
Dewan Syariah Nasional.

Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syariah, tidak
terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah
tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur
yang diharamkan. Terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan.
Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui
dana bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.
Lingkungan dan Budaya Kerja |

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja
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yang sesuai dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah
dan shiddiq, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin
integritas eksekutif muslim yang baik, selain itu karyawan bank
syariah harus profesional (fathanah), dan mampu melakukan tugas
secara team-work _dimana informasi merata diseluruh fungsional
organisasi (tabligh). Dalam hal reward dan punishment, diperlukan

prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.



